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PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBINAAN KOPERASI
Potret Koperasi Indonesia

Sampai dengan bulan November 2001, jumlah koperasi di seluruh Indonesia tercatat sebanyak
103.000 unit lebih, dengan jumlah keanggotaan ada sebanyak 26.000.000 orang. Jumlah itu jika
dibanding dengan jumlah koperasi per-Desember 1998 mengalami peningkatan sebanyak dua kali
lipat. Jumlah koperasi aktif, juga mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan. Jumlah
koperasi aktif per-November 2001, sebanyak 96.180 unit (88,14 persen). Corak koperasi
Indonesia adalah koperasi dengan skala sangat kecil. Satu catatan yang perlu di ingat reformasi
yang ditandai dengan pencabutan Inpres 4/1984 tentang KUD telah melahirkan gairah masyarakat

untuk mengorganisasi kegiatan ekonomi yang melalui koperasi.

Secara historis pengembangan koperasi di Indonesia yang telah digerakan melalui dukungan kuat
program pemerintah yang telah dijalankan dalam waktu lama, dan tidak mudah ke luar dari
kungkungan pengalaman ter-sebut. Jika semula ketergantungan terhadap captive market program
menjadi sumber pertumbuhan, maka pergeseran ke arah peran swasta menjadi tantangan baru bagi
lahirnya pesaing-pesaing usaha terutama KUD. Meskipun KUD harus berjuang untuk
menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi, namun sumbangan terbesar KUD adalah
keberhasilan peningkatan produksi pertanian terutama pangan (Anne Both, 1990), disamping
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sumbangan dalam melahirkan kader wirausaha karena telah menikmati latihan dengan mengurus

dan mengelola KUD (Revolusi penggilingan kecil dan wirausahawan pribumi di desa).

Jika melihat posisi koperasi pada hari ini sebenarnya masih cukup besar harapan kita kepada
koperasi. Memasuki tahun 2000 posisi koperasi Indonesia pada dasarnya justru didominasi oleh
koperasi kredit yang menguasai antara 55-60 persen dari keseluruhan aset koperasi. Sementara itu
dilihat dari populasi koperasi yang terkait dengan program pemerintah hanya sekitar 25% dari
populasi koperasi atau sekitar 35% dari populasi koperasi aktif. Pada akhir-akhir ini posisi
koperasi dalam pasar perkreditan mikro menempati tempat kedua setelah BRI-unit desa sebesar
46% dari KSP/USP dengan pangsa sekitar 31%. Dengan demikian walaupun program pemerintah
cukup gencar dan menimbulkan distorsi pada pertumbuhan kemandirian koperasi, tetapi hanya
menyentuh sebagian dari populasi koperasi yang ada. Sehingga pada dasarnya masih besar elemen

untuk tumbuhnya kemandirian koperasi.

Mengenai jumlah koperasi yang meningkat dua kali lipat dalam waktu 3 tahun 1998 —2001, pada
dasarnya tumbuh sebagai tanggapan terhadap dibukanya secara luas pendirian koperasi dengan
pencabutan Inpres 4/1984 dan lahirnya Inpres 18/1998. Sehingga orang bebas mendirikan
koperasi pada basis pengembangan dan pada saat ini sudah lebih dari 35 basis pengorganisasian
koperasi. Kesulitannya pengorganisasian koperasi tidak lagi taat pada penjenisan koperasi sesuai
prinsip dasar pendirian koperasi atau insentif terhadap koperasi. Keadaan ini menimbulkan
kesulitan pada pengembangan aliansi bisnis maupun pengembangan usaha koperasi kearah
penyatuan vertical maupun horizontal. Oleh karena itu jenjang pengorganisasian yang lebih tinggi
harus mendorong kembalinya pola spesialisasi koperasi. Di dunia masih tetap mendasarkan tiga
varian jenis koperasi yaitu konsumen, produsen dan kredit serta akhir-akhir ini berkembang jasa
lainnya.

Struktur organisasi koperasi Indonesia mirip organisasi pemerintah/lembaga kemasyarakatan yang
terstruktur dari primer sampai tingkat nasional. Hal ini telah menunjukkan kurang efektif nya
peran organisasi sekunder dalam membantu koperasi primer. Tidak jarang menjadi instrumen
eksploitasi sumberdaya dari daerah pengumpulan. Fenomena ini dimasa datang harus diubah
karena adanya perubahan orientasi bisnis yang berkembang dengan globalisasi. Untuk mengubah
arah ini hanya mampu dilakukan bila penataan mulai diletakkan pada daerah otonom.
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Koperasi Dalam Era Otonomi Daerah

Implementasi undang-undang otonomi daerah, akan mem-berikan dampak positif bagi koperasi
dalam hal alokasi sum-ber daya alam dan pelayanan pembinaan lainnya. Namun kope-rasi akan
semakin menghadapi masalah yang lebih intensif de-ngan pemerintah daerah dalam bentuk
penempatan lokasi inves—tasi dan skala kegiatan koperasi. Karena azas efisiensi akan mendesak
koperasi untuk membangun jaringan yang luas dan mungkin melampaui batas daerah otonom.
Peranan advo-kasi oleh gerakan koperasi untuk memberikan orientasi kepa-da pemerintah di
daerah semakin penting. Dengan demikian peranan pemerintah di tingkat propinsi yang diserahi
tugas untuk pengembangan koperasi harus mampu menjalankan fung-si intermediasi semacam
ini. Mungkin juga dalam hal lain yang berkaitan dengan pemanfaatan infrastruktur daerah yang

semula menjadi kewenangan pusat.

Peranan pengembangan sistem lembaga keuangan koperasi di tingkat Kabupaten / Kota sebagali
daerah otonom menjadi sangat penting. Lembaga keuangan koperasi yang kokoh di daerah
otonom akan dapat menjangkau lapisan bawah dari ekonomi rakyat. Disamping itu juga akan
mampu berperan menahan arus keluar sumber keuangan daerah. Berbagai studi menunjukan
bahwa lembaga keuangan yang berbasis daerah akan lebih mampu menahan arus kapital keluar,
sementara sistem perbankan yang sentralistik mendorong pengawasan modal dari secara tidak

sehat.

Dukungan yang diperlukan bagi koperasi untuk mengha-dapi berbagai rasionalisasi adalah
keberadaan lembaga jaminan kre-dit bagi koperasi dan usaha kecil di daerah. Dengan demi-kian
kehadiran lembaga jaminan akan menjadi elemen terpenting untuk percepatan perkembangan
koperasi di dae-rah. Lembaga jaminan kredit yang dapat dikembangkan Pemerintah Daerah
dalam bentuk patungan dengan stockholder yang luas. Hal ini akan dapat mendesentralisasi
pengem-bangan ekonomi rakyat dan dalam jangka panjang akan me-num-buhkan kemandirian
daerah untuk mengarahkan aliran uang di masing-masing daerah. Dalam jangka menengah

kope-rasi juga perlu memikirkan asuransi bagi para penabung.

Potensi koperasi pada saat ini sudah mampu untuk memulai gerakan koperasi yang otonom,

namun fokus bisnis koperasi harus diarahkan pada ciri universalitas kebutuhan yang tinggi seperti
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jasa keuangan, pelayanan infrastruktur serta pembelian bersama. Dengan otonomi selain peluang
untuk memanfaatkan potensi setempat juga terdapat potensi benturan yang harus diselesaikan di
tingkat daerah. Dalam hal ini konsolidasi potensi keuangan, pengem-bangan jaringan informasi
serta pengembangan pusat inovasi dan teknologi merupakan kebutuhan pendukung untuk
kuat-nya kehadiran koperasi. Pemerintah di daerah dapat mendo-rong pengem-bang-an lembaga

penjamin kredit di daerah.

Pemusatan koperasi di bidang jasa keuangan sangat tepat untuk dilakukan pada tingkat
kabupaten/kota atau “kabupaten dan kota” agar menjaga arus dana menjadi lebih seimbang dan
memperhatikan kepentingan daerah (masyarakat setempat). Fungsi pusat koperasi jasa keuangan
ini selain menjaga likuiditas juga dapat memainkan peran pengawasan dan perbaikan manajemen
hingga pengembangan sistem asuransi tabungan yang dapat diintegrasikan dalam sistem asuransi

secara nasional.

Peran pemerintah dalam pengembangan koperasi sangat penting dan tidak boleh berhenti, baik
buruknya hari depan koperasi sangat ditentukan oleh adanya bantuan dan dukungan dari
pemerintah untuk pengembangan sektor koperasi yang bersumber dari kemauan politik

pemerintah dalam rangka menyusun struktur ekonomi kerakyatan berdasarkan keadilan sosial.

Peranan pemerintah dalam gerakan koperasi antara lain dengan:

e memberi bimbingan berupa penyuluhan, pendidikan ataupun melakukan penelitian bagi
perkembangan koperasi serta bantuan konsultasi terhadap permasalahan koperasi

o melakukan pengawasan termasuk memberi perlindungan terhadap koperasi berupa
penetapan bidang kegiatan ekonomi yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk
tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya

e memberikan fasilitas berupa kemudahan permodalan, serta pengembangan jaringan usaha

dan kerja sama.

Peran pemerintah ini penting agar keberadaan koperasi terus berkembang maju dan meningkatkan
taraf hidup masyarakat, terutama rakyat miskin. Dalam masalah ini, pemerintah membuat

program yang disebut KUR (Kredit Usaha Rakyat). Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya
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disingkat KUR, adalah kredit/ pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi
(UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas
penjaminan untuk usaha produktif.

Cara mengajukan Kredit Usaha Rakyat :

1)  Pelaku UMKM dan Koperasi yang membutuhkan kredit usaha rakyat(KUR) menghubungi
ke 6(enam) bank yang di tunjuk sebagai bank penyalur KUR.

2)  Memenuhi persyaratan dokumentasi sesuai dengan ketentuan bank pelaksana
3)  Mengajukan surat permohonan kredit
4)  Bank pelaksana akan melakukan penilaian kelayakan

5)  Bank pelaksana berwenang memberikan persetujuan atau menolak permohonan kredit usaha

rakyat.

Dengan demikian tujuan akhir dari program KUR adalah meningkatkan perekonomian,

pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja.

Peranan Pemerintah untuk Koperasi

Perkembangan koperasi di Indonesia tidak lepas dari peranan pemerintah. Dalam setiap kagiatan
koperasi telah diatur adalam UU yang telah dibuat oleh pemerintah seperti dalam UU no 17 tahun
2012 yang mengatur tentang koperasi.

Peranan pemerintah dalam gerakan koperasi antara lain dengan:

e« memberi bimbingan berupa penyuluhan, pendidikan ataupun melakukan penelitian bagi
perkembangan koperasi serta bantuan konsultasi terhadap permasalahan koperasi

o melakukan pengawasan termasuk memberi perlindungan terhadap koperasi berupa penetapan
bidang kegiatan ekonomi yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan

oleh badan usaha lainnya

Indrimodulonline13mnjkoperasi&ukm Page 5



e memberikan fasilitas berupa kemudahan permodalan, serta pengembangan jaringan usaha dan

kerja sama.

Peran pemerintah ini sangat penting untuk perkembangan koperasi agar menjadi lebih baik lagi.
Koperasi juga ikut dilindungi oleh pemerintah, agar apa yang telah dilaksanakan koperasi tidak

dilaksanakan dengan bidang usaha lainnya.

Adapun kebijakan pemerintah dalam pembangunan koperasi secara terinci adalah sebagai
berikut:

. Pembangunan sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat diarahkan agar makin memiliki
kemampuan menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh

dan berakar dalam masyarakat.

. Pelaksanaan fungsi dan peranan koperasi ditingkatkan melalui upaya peningkatan semangat

kebersamaan dan manajemen yang lebih profesional.

Peningkatan koperasi di dukung melalui pemberian kesempatan berusaha yang seluas luasnya di
segala sektor kegiatan ekonomi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan penciptaan

iklim usaha yang mendukung dengan kemudahan memperoleh permodalan.

. Kerjasama antar koperasi dan antara koperasi dengan usaha negara dan usaha swasta sebagai mitra
usaha dikembangkan seacara lebih nyata untuk mewujudkan kehidupan perekonomian
berdasarkan demokrasi ekonomi yang dijiwai semangat dan asas kekeluargaan, kebersamaan,

kemitraan usaha, dan kesetiakawanan.

Telah banyak hal yang dilakukan pemerintah untuk koperasi, namun peran pemerintah ini tidak
dapat terwujud hanya dengan pemerintah saja, tetapi peran masyarakat juga sangat diperlukan
agar apa yang direncanakan pemerintah dapat terwujud. Pemerintah melakukan hal tersebut
juga untuk masyarakatnya agar menjadi lebih baik lagi kehidupannya, mengurangi pengangguran,

menaikkan taraf hidup, mengurangi keberadaan pengemis.

Setelah masyarakat dan pemerintah bergotong royong untuk menajalankan peranannya masing-

masing. Taka da lagu hambatan untuk perkembangan koperasi, dengan peanan koperasi yang
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terlihat seperti tidak ada aartinya namun peranan yang tidak ada artinya itulah yanga akan berubah

menjadi ada artinya.

Maksudnya disini yaitu, yang tadinya koperasi dianggap sebelah mata dan tidak mempunyai
peranan besar untuk negara akan berubah menjadi mempunyai peranan yang besar jika peran
pemerintah dan masyarakat untuk koperasi dijalankan. Koperasi dapat membantu pemerintah
untuk memajukan negara dengan program-program yang lebih mudah diikuti oleh masyarakat dan

dengan beban ataupun denda yang lebih rendah juga jika dibandingkan dengan lemabaga lainnya.

Usaha Kecil dan Mikro (UKM) merupakan sektor yang penting dan besar kontribusinya dalam
mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan ekonomi nasional, seperti pertumbuhan ekonomi,
kesempatan Kkerja, peningkatan devisa negara, dan pembangunan ekonomi daerah. UKM
diharapkan mempunyai kemampuan untuk ikut memacu pertumbuhan ekonomi nasional sehingga
UKM membutuhkan pelindung berupa kebijakan pemerintah seperti undang-undang dan
peraturan pemerintah. Adanya regulasi baik berupa undang-undang dan peraturan pemerintah
yang berkaitan dengan UKM dari sisi produksi dan sisi perbankan, akan memacu peranan UKM
dalam perekonomian. Seperti yang diungkapkan oleh George. J. Stigler dalam Mandala Harefa
(2008: 206), bahwa “Regulasi adalah seperangkat aturan yang dimaksudkan untuk memberikan

perlindungan dan manfaat untuk masyarakat pada umumnya atau pada sekelompok masyarakat”.

Manfaat dari regulasi tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yakni dari sisi pemerintah sebagai
pembuat regulasi dan dari sisi pengusaha sebagai obyek perizinan. Bagi pemerintah, perizinan
diperlukan untuk menjaga ketertiban umum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat
secara luas. Bagi pengusaha, perizinan seharusnya memberi manfaat sosial dan ekonomi. Bila
suatu kebijakan atau regulasi tidak sesuai dengan harapan, tentunya kebijakan tersebut harus
dievaluasi karena adanya evaluasi akan diperoleh masukan yang berkaitan dengan ketidaksesuaian
kebijakan dengan kinerja yang diharapkan hasilnya. Jadi, evaluasi membantu pengambil
kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan. Evaluasi
kebijakan tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai berapa jauh masalah telah
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terselesaikan, tetapi memberi masukan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang

mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian, dan perumusan kembali masalah.

Pemerintah membuat kebijakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang terkait langsung
dengan UKM vyaitu telah dicangkannya tiga butir kebijakan pokok di bidang ekonomi. Pertama,
adalah peningkatan layanan jasa keuangan khususnya untuk pelaku UKM, yang meliputi

perbaikan layanan jasa perbankan, pasar modal, multifinance, asuransi.

Kebijakan pokok kedua adalah peningkatan infrastruktur layanan jasa keuangan, berupa akses
pasar, layanan penagihan dan pembayaran, kemudahan investasi dan menabung, serta dukungan
umum atas pelaksanaan transaksi perdagangan. Peningkatan layanan jasa dan infrastruktur
pendukungnya tidak akan berarti banyak tanpa upaya pembenahan menyeluruh untuk
meningkatkan kemampuan entrepreneurship bagi pelaku UKM. Kebijakan pokok ketiga adalah
meningkatkan kemampuan dan penguasaan aspek-aspek teknis dan manajemen usaha,
pengembangan produk dan penjualan, administrasi keuangan, dan kewirausahaan secara

menyeluruh.

Kebijakan pemerintah dalam pengembangan sektor UKM tersebut bertujuan untuk meningkatkan
potensi dan partisipasi aktif UKM di dalam proses pembangunan nasional, khususnya dalam
kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan melalui perluasan kerja
dan peningkatan pendapatan. Menurut Abdul Rosid (2004: 1), ”Sasaran dan pembinaan usaha
kecil adalah meningkatnya jumlah usaha kecil dan terwujudnya usaha yang makin tangguh dan
mandiri, sehingga pelaku ekonomi tersebut dapat berperan dalam perekonomian nasional,
meningkatnya daya saing pengusaha nasional di pasar dunia, serta seimbangnya persebaran

investasi antar sektor dan antar golongan”.

Pemerintah melalui berbagai elemen seperti Departemen Koperasi, Departemen Perindustrian dan
Perdagangan, Bappenas, BUMN juga institusi keuangan baik bank maupun nonbank, melakukan
berbagai upaya untuk mewujudkan UKM agar dapat menjadi tangguh dan mandiri serta dapat

berkembang untuk mewujudkan perekonomian nasional yang kukuh. Dukungan diwujudkan
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melalui kebijakan maupun pengadaan fasilitas dan stimulus lain. Selain itu, banyak dukungan atau
bantuan yang diperlukan berkaitan dengan upaya tersebut, misalnya bantuan berupa pengadaan
alat produksi, pengadaan barang fisik lainnya juga diperlukan adanya sebuah metode, mekanisme
dan prosedur yang memadai, tepat guna, dan aplikatif serta mengarah pada kesesuaian
pelaksanaan usaha dan upaya pengembangan dengan kemampuan masyarakat sebagai elemen
pelaku usaha dalam suatu sistem perekonomian yang berbasis masyarakat, yaitu dalam
bentuk UKM.

Usaha dalam menjamin kemajuan dan pengembangan UKM juga diprogramkan oleh Departemen
Keuangan melalui SK  Menteri  Keuangan (Menkeu) No0.316/KMK.016/1994. SK
tersebutmewajibkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyisinkan 1-5% laba
perusahaan bagi Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK). Kewajiban BUMN untuk
menyisinkan labanya 1-5% belum dikelola dan dilaksanakan dengan baik. Studi
oleh Sri Adiningsih (2003: 4) dijelaskan bahwa kebanyakan BUMN memilih persentase terkecil,
yaitu 1 % dari labanya, sementara itu banyak UKM yang mengaku kesulitan mengakses dana
tersebut. Selain itu kredit perbankan juga sulit untuk diakses oleh UKM, di antaranya karena

prosedur yang rumit serta banyaknya UKM yang belum bankable.

Menurut Tulus Tambunan (2002) seperti yang dikutip oleh Choirul Djamhari (2004: 522), “Di
Indonesia kebijakan terhadap UKM lebih sering dikaitkan dengan upaya pemerintah mengurangi
pengangguran, memerangi kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Karena itu pengembangan
UKM sering dianggap secara tidak langsung sebagai kebijakan penciptaan kesempatan kerja, atau
kebijakan redistribusi pendapatan”. Jadi, di Indonesia kebijakan UKM masih berorientasi kepada
sosial daripada pasar atau persaingan sehingga kebijakan yang diambil belum sepenuhnya

terintegrasi dalam kebijakan ekonomi makro.

Berdasarkan beberapa pendapat dan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam menjamin
pengembangan UKM dapat disimpulkan bahwa dalam rangka memberdayaan UKM dapat
ditempuh meliputi; 1). Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha

bagi usaha kecil di tingkat nasional yang meliputi: Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara
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dan syarat pemenuhan kebutuhan dana; Persaingan; Prasarana; Informasi; Kemitraan; Perijinan;
Perlindungan; 2). Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat nasional meliputi:
Produksi; Pemasaran; Sumber daya manusia; Teknologi; 3). Fasilitasi akses penjaminan dalam
penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat nasional meliputi: kredit perbankan; penjaminan
lembaga bukan bank; Modal ventura; pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba

BUMN; hibah; jenis pembiayaan lain.
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